
Nomor 4755): 

r : 

' :- 

: 1. Undana-Undana Nomor 13 Tahun 1950 tentana Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam unckuncan Propinsi Jawa 
Tenoah (Lembatan Negara Republik lndonesla Tahun 1950 Nomor 
24. Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950): 

2. Undang-Undang Nemer 11 Tahun 1995 teritang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 . Tambahan 
Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana 
telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
tentans Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai (l.ombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 105 . Tambahan Lernbaran Necara Republik Indonesia 

b. bahwa berdasarkan pertimbanahan sebagaimana dimaksud huruf a. 
agar pelaksanaannya dapat berdava guna dan berhasil guna . perlu 
menetapkan Poraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Bagi Hasi] Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati. 

:· 
i' 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pedcman Penaelolaan Dana Baai Hasil Cukai Hasil Tembakau di 
Provins: Jawa Tencah. pelaksanaan keciatan yang dibiayai dari 
dana baai hasll cukal nasf ternbakau di Kabupaten Pati menjadi 
tanocuna iawab Bupati : 

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 
DI KABUPATEN PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PATI 
NOMOR ,-S T AHUN 2008 

BUPATI PATI 



7. Perafuran Pomerlntah Nornor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan lnstansl Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373) : 

8. Peraturan Pomerlntah Nemer 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasl (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nemer 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Porlmbancan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575 ) : 

5. Undang-Undana Nomor 32 Tahun 2004 tentanc Pemerintahan 
Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 
125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) f'.i 

sebacaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ): 

6. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuancan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(l.ombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 4438 ) : 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nemer 75. 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612 ) 
sobacalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
T ahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 
T ahun 1995 tentanc Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nemer 93. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661): 

4. Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2004 tentana Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 .Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 4389); 

, 



PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEl'_OLA~\f\l 
DANA BAGI HJ;SIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PAT! 

MEMUTUSKAN 

15. Peraturan Gubernur Jawa Toncah Nomor 78 Tahun 200i' tentano 
Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Ba1;;1i:m 
Pemerintah Provinst Jawa Tonqah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Jawa Tencah Tahun Anooaran 2008 : 

-14. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007 tentain1, 
Pedornan Penoelolaan Dana Baoi Hasil Cukai Hasil Tombakau Di 
Provinsi Jawa T enoah : 

Daerah : 
Nomor 13 Tahon 200G tentang Pedoman Poncelolaan Keuancan 
2007 tcnt:rna Peubuhan Atas Poraturan Montori Dalam Nn!;i,eri 

13. Peraturan fv1enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200€> tent,:ing 
Pedoman Penge!olaan Keuangan Daerah sebagaimana ti:i·lah 
diubah dengan Pernturan rv1Einteri Dalam Negeri Nomor eio T,i:hun 

Harga Dasar Dan Tarf Cukai Hasil Tombakau : 

12. Perafuran Montori Kouancan Nomor 43/PMK.04/2005 tenttnna 
Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembal.:au 
~~bctyairm-mi:l tdclh diubah dengan Peraturan Menteri Keuanqan ~ 
Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Monteri Keuancan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetasan 

11. Peraturan Pen,erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanc P,emb,l1i~1ia1n 
Urusan Pen,erintahan Antara Pemorintah. Pemerlntahan Daerah 
Provit1si Dan Pemerintahan Daerah Kabupatenrkota (l.embaran 
Neoara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 82 . Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) : 

Nomor 4578) : 

10. Pcraturan Pcrncrintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang. Pengek:1l;aan 
Kouancan Daerah (Lembaran Negara Republik lnconesia Tahun 
2005 Nornor 140. Tambahan Lombaran Negara Republik tndonesla 



Pe!aksanaan kegiatan yang dibiayai darl dana bagi hasil cukai hasil tembakau di I 

Kabupaten Pati monladl tanggung jawab Bupati Pati. 

Pasal2 

!~ 

8. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang torbunckus termasuk 
cerutu . rokok lintingan atau bentuk lainnya yang mengadung nikotin dan tar dengan 
atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi denoan cara dibakar. 

7. Cukai adalah puncutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 
yano mempunval sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

6. lnstansi Vertikal adalah Kejaksaan Negeri Pati . Kepata Kepolisian Resor Pati . 
Komando Distrik Milikier 0718 Pati dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Kudus. 

5. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah penggunaan dan 
pengaturan pembecian dana bagi basil cukai hasil tembakau . 

4. Sekrettuiat Pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang 
selaniutnva disebut Sekretariat berkedudukan di Bacian Perekonomian Setda 
Kabupaten Pati. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Pati ; 

Pati. 

2. Satuan Koria Peranckat Daerah yang selanlutnva disingkat SKPD adalah Satuan 
KerJa Peranckat Daerah Kabupaten Pati yang terdiri atas Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan . Dinas Kehutanan Dan Perkebunan . Dinas Tenaga Kerla Dan 
Transmigrasi . Kantor Poncendanan Dampak Lingkungan Daerah Kantor Satuan 
Polis! Pamong Praia . Bagian Perekonomlan . Baaian Hukum Setda Kabupaten 

Dalam Peraturan Bupati ini yang clmaksud dencan : 
1 . Bupati adalah Bupati Pati ; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



tanggal 5 Desembe, 2008. 
(2) Kepala Bagian Perekonomlan menyampaikan laporan secara rutin kepada 8upat1i 

lowat Sekr(:taris Daerah .. 

(1) SKPD polaksana pencololaan dana baoi hasil cukai hasil tombakau w,a1ib 
monyampaikan laporan pclaksanan keciatan kepada St~kretariat palina larnbat 

Pasal6 

Pelaksanaan Pengelolaan dana baoi hasil cukai hasil tembakau di Pemerintah 
Kabupatcn Pati dilakukan oleh SKPD torkait doncan sekretariat di Ba1:i1ia11 
Peiekonomian setca Kabupaten Pati. 

Pasal5 

Pelaksanaan kegiatan sobaoalmana dimaksud dalam Pasal 3 . dilakukan oleh SHJ>D 
dan [ika perlu dapat dlbontuk tim yang terdiri unsur instansi vertikal/terkait sesuai 
dengan kobutuhan yano dttotapkan dencan Keputusan Bupati. 

Pasal4 

a. kegiatan pornberantasan barang kena cukal illegal. 
b. sosialisasi ketentuan dibidano cukai kepada linckuncan sosial: 
c. pemetaan industri rokok. 
d. kegiatan pembinaan lingkungan soslal. 

e. peninokatan kualitas bahan baku. 
f. pomblnaan industn 

Dana bagi hasil cukai hasi! tembakau sebacaimana dlmaksud dalam Pasal 2 digum:11,:an 
untuk : 

Pasai3 

, 



SERITA DAERAH K,A,BUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR .ff.10 .. 

Dlundanokan di Paf 
pada tanggal 19 No~bef ~008 

Dltetapkan di Patl 
pada tanggal 1~ No~Blt'ber' .1oo8 

Agar setiap orang mengetahuinya . memerintahkan penaundancan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pati. 

Poraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

I 

I 
t 

t 
l 

l 

Pasal? 

' ' 

... 


